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ABSTRAKSI 

Nama   : Andi Muh. Imam Khadafi 

Nim   : 202010110311477 

Judul   : Analisis Hukum Terhadap Praktik Calo SIM   

     C Di Kota Malang (Studi di Polresra Malang Kota) 

Pembimbing  : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H. 

     Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.  

 

 Penelitian ini menganalisis praktik percaloan dalam pengurusan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) di Polresta Malang Kota dari perspektif hukum pidana, 

administratif, dan etik, serta menilai efektivitas kebijakan preventif Polri. Praktik 

calo tidak hanya melanggar hukum pidana dengan dugaan tindak pidana dan 

perantara ilegal, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pelayanan publik 

dalam hal transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan menggunakan 

pendekatan yuridis-sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, observasi 

lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum 

reformasi pelayanan, masyarakat lebih memilih menggunakan jasa calo karena 

dianggap lebih cepat, mudah, dan “aman”, mencerminkan lemahnya budaya hukum 

dan ketidakpercayaan terhadap sistem formal. Dalam perspektif teori birokrasi 

klasik dan governance modern, keberadaan calo merepresentasikan distorsi fungsi 

negara dan kegagalan etika pelayanan. Meskipun praktik percaloan telah menurun 

secara signifikan berkat digitalisasi dan peningkatan pengawasan internal, 

tantangan belum sepenuhnya hilang. Kendala utama yang dihadapi mencakup 

rendahnya literasi hukum masyarakat, kesenjangan dalam akses dan pemahaman 

teknologi digital, serta kebutuhan akan edukasi berkelanjutan terkait pentingnya 

kepatuhan prosedural. Dari perspektif hukum, praktik calo dapat dikategorikan 

sebagai pelanggaran pidana dan bentuk kegagalan dalam pelayanan publik yang 

mencerminkan lemahnya sistem birokrasi dan etika pelayanan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan preventif Polri tergolong tinggi, namun 

keberlanjutan layanan bebas calo tetap membutuhkan pendekatan holistik yang 

melibatkan reformasi pelayanan publik, penguatan budaya hukum masyarakat, dan 

peningkatan kapasitas birokrasi. 
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ABSTRACT 

Name   : Andi Muh. Imam Khadafi 

Nim   : 202010110311477 

Title   : Legal Analysis of the Impact of Class SIM Broker  

     Practices in Malang City (Study at Malang City Police  

     Resort) 

Adviser  : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H. 

     Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. 

 

 This study analyzes the practice of brokering in obtaining driver's licenses 

(SIM) at the Malang City Police Department from criminal law, administrative law, 

and ethical perspectives, and assesses the effectiveness of the National Police's 

preventive policies. The practice of brokering not only violates criminal law with 

alleged criminal acts and illegal intermediaries, but also reflects the failure of the 

public service system in terms of transparency, efficiency, and accountability. 

Using a juridical-sociological approach, data was obtained through interviews, 

field observations, and documentation studies. The results show that before service 

reform, the public preferred to use brokers because they were considered faster, 

easier, and "safer," reflecting a weak legal culture and distrust of the formal system. 

From the perspective of classical bureaucratic theory and modern governance, the 

existence of brokers represents a distortion of state function and a failure of service 

ethics. Although the practice of brokering has declined significantly thanks to 

digitalization and increased internal oversight, challenges have not completely 

disappeared. Key obstacles include low legal literacy among the public, gaps in 

access to and understanding of digital technology, and the need for ongoing 

education regarding the importance of procedural compliance. From a legal 

perspective, the practice of brokers can be categorized as a criminal offense and a 

form of failure in public service, reflecting weaknesses in the bureaucratic system 

and service ethics. Research results indicate that the effectiveness of the National 

Police's preventive policies is relatively high, but sustainable broker-free services 

still require a holistic approach involving public service reform, strengthening the 

legal culture of the community, and increasing bureaucratic capacity. 

 

Keywords: Brokerage Practices, Criminal Law, Public Services, Bureaucracy.  
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